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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH KABUPATEN SAMBAS 

NOMOR  18/ BKPSDMAD- A/ 2024 
TENTANG 

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH  

KABUPATEN SAMBAS 
 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 

 
Menimbang : a. 

 
 
 
 

b.  
 
 

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban 
berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu 
menetapkan standar pelayanan;  
bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah 
Kabupaten Sambas; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang  
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820);   

 
 
 
 

 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 
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Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5357); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

  9. Peraturan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyusunan Pelayanan; 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28); 

  12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 96 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata 
Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 96). 

 

MEMUTUSKAN : 
 

KESATU : Standar Pelayanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; 

KEDUA : Standar Pelayanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas berupa 
pelayanan bidang administratif; 

KETIGA 
 
 
 

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA 
wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan sebagai acuan dalam 
penilaian kinerja pelayanan dan pengawasan dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik; 



 

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur 
Daerah Kabupaten Sambas Nomor 06/ BKPSDMAD-A tentang Standar 
Pelayanan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Kelima : Keputusan  ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila 
dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan 
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 
 

 Ditetapkan di Sambas 
 Pada tanggal  12 Februari 2024 

Plt.  Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
 Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah 
 Kabupaten Sambas, 

 
 

  
 DEDIE NOOR 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


